
 

 
 

BUPATI NUNUKAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

PERATURAN BUPATI NUNUKAN 

NOMOR  25  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2015 

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS Dl LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI NUNUKAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian ketertiban 

administrasi dalam pengelolaan keuangan 
daerah, agar lebih efektif dan efisien, khususnya 
dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka 

perlu mengatur kembali pelaksanaan Perjalanan 
Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Anggota DPRD, PNS, CPNS, dan Personil Non 

PNS Di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Nunukan; 

  b. bahwa pelaksanaan perjalanan dinas yang 
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 39 Tahun 2017, sudah tidak 

sesuai lagi sehingga perlu diubah;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan; 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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2. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten 

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang 
Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962); 

 

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
  
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

7.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repubik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 5601); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017  Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  6041); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri 

A Nomor 04); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN 
DINAS Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

NUNUKAN 

Beberapa Ketentuan, dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 7 Tahun 
2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2015 

Nomor 7)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nunukan 
Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan 
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanana Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan 
Tahun 2017 Nomor 39)  , diubah sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. 
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3. Bupati adalah Bupati Nunukan. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nunukan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan. 

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 

Nunukan. 

7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Nunukan. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. 

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai 

ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 

tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berada di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Nunukan. 

10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu 

Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah 

termasuk Pegawai Negeri dengan status diperbantukan atau 

dipekerjakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, TNI, 

Polri atau instansi vertikal lainnya yang melaksanakan tugas 

Pemerintah Daerah. 

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 

selanjutnyadisingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian 

kerja untuk jangka waktu tertentu pada Pemerintah Kabupaten 

Nunukan, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

12. Non ASN adalah orang selain PNS dan PPPK, yang dapat diberikan 

Perjalanan Dinas dalam rangka untuk mendukung kegiatan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. 

13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik 

dalam negeri (dalam daerah, luar daerah) maupun luar negeri yang 

dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota 

DPRD, PNS, PPPK dan Non ASN. 

14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang 

dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Nunukan untuk kepentingan 

daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang. 

15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang 

dilakukan diluar wilayah Kabupaten Nunukan baik dalam wilayah 

provinsi maupun diluar provinsi untuk kepentingan Daerah atas 

Perintah Pejabat yang Berwenang. 

16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang 

dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan 

Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang. 

17. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 

DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pejabat yang 

diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam penertiban Surat 

Perintah Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas. 
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18. Sewa kendaraan adalah biaya sewa kendaraan yang diberikan 

kepada Bupati dan Wakil Bupati yang dibayarkan sesuai bukti riil. 

19. Uang Representatif adalah uang yang diberikan kepada Bupati, 

Wakil Bupati dan Ketua DPRD dan Pejabat Eselon II yang 

dibayarkan secara lump sum. 

20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Nunukan. 

22. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang 

ditunjukmenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD. 

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 

beban pengeluaran DPA-OPD. 

25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

OPD yang dipimpinnya. 

26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. 

27. At cost adalah biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti 

pengeluaran yang sah. 

28. Lump sum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebuh 

dahulu (free calculate amount) dan dibayarkan sekaligus. 

29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat 

perintah kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, PPPK dan Non 

ASN, untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan 

kepentingan Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

30. Surat Perintah Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah surat 

perintah kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, PPPK dan Non 

ASN, untuk melaksanakan Perjalanan Dinas. 

31. Wilayah jabatan atau tempat kedudukan adalah wilayah kerja dalam 

menjalankan tugas atau tempat/kota/kantor/satuan kerja berada. 

32. Tempat tujuan adalah tempat/kota/kantor satuan yang menjadi 

tujuan perjalanan dinas. 

33. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada 

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS, PPPK 

dan Non ASN sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan 

dinas yang besarannya sesuai dengan standar biaya perjalanan 

dinas. 
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34. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 

adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan. 

35. Kepala OPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Nunukan. 

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 

belanja setiap OPD yang digunakan seebagai dasar pelaksanaan 

oleh Pengguna Anggaran. 

37. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya 

disingkat dengan DPPA-OPD merupakan dokumen yang memuat 

perubahan pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran oleh Pengguna 

Anggaran. 

38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah surat yang diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. 

39. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali 

(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

langsung. 

40. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 

dengan pembnayaran langsung. 

41. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan tambahan uang pesediaan guna melaksanakan kegiatan 

OPD yang bersifat mendesaik dan tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran langsung dan menambah saldo uang persediaan, sisa 

kas SPP-TU harus disetor ke Kas Daerah sebelum pengajuan SPP-

GU bulan berikutnya. 

42. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan 

untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional 

sehari-hari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

43. Kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya 

perjalanan dinas baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan 

besaran biaya perjalanan dinas dan/atau kelebihan pembayaran 

biaya perhari yang dibayarkan. 

44. Kerugian Daerah adalah kekurangan berupa uang, surat berharga, 

dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 

melawan hukum baik karena kesengajaan maupun kelalaian. 
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1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 ayat , sehingga Pasal 3 seluruhnya 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3 

 
(1) Perjalanan Dinas bagi Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf g diberikan kepada Ajudan Bupati dan atau Ajudan Wakil 
Bupati, Tim Ahli/Tenaga ahli DPRD, Tenaga Dokumentasi Publikasi 
dan Keprotokolan sekretariat daerah / sekretariat DPRD dan 

perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan 
informatika, medis/paramedis yang menangani dan atau 
mendampingi pasien yang dirujuk, Pimpinan dan anggota 

lembaga/organisasi/kelompok/unsur kemasyarakatan untuk 
menghadiri atau mengikuti kegiatan pertemuan / musyawarah / 

seminar / dialog studi banding dengan maksud tujuan untuk 
kepentingan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang difasilitasi 
dengan menggunakan APBD Kabupaten Nunukan. 
 

(2) Non ASN yang dapat diberikan perjalanan Dinas selain yang 
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati. 

 
(3) Apabila Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Berhalangan 

hadir maka persetujuan diberikan oleh Wakil Bupati. 

 
(4) Apabila Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berhalangan hadir maka persetujuan diberikan oleh Sekda. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nunukan. 

 
            Ditetapkan di Nunukan 

         Pada tanggal 14 Februari 2019 
 

 

 BUPATI NUNUKAN, 

              ttd 

 ASMIN LAURA HAFID 

 

Diundangkan di Nunukan 
Pada tanggal 18 Februari 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
                  ttd 

            SERFIANUS 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 25 

 

 

 

 

 
 

 
 


